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BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR rr TAHUN 2A22

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA DINAS PENDIDII(AN I(ABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimhang : a"

BUPATI BARITO SELATAN!

bah:sra datsm rangl<a mervujudks-n bir*krasi yaftg dina::tis
dan pr*fbsianal senagai upaya ptningkat*n efektivitas dan

ef,sirxr*i *u$a rnendpkung kinrrja pernerinta}l daerah,
perlu *ltat<utraa penyederha!1aa1} birokrasi meialui
pen3.etcraaJr jatiata* adrcli&i*ffasi ke da"lam jatratan

fungsitaxi;
bah:pa brrdasarkxn ket*atu*n Fasai S7 qvat {1} tr*ratur*rt
Pernerintah. N*cncr i.8 TatrrEn 2*15 eehr*gaimaea teLah

slir*h*h dexrgan Feraturag Fmn:.ee-intah Nq}rr?*t 72 ?ahun
?*1g terita$# Ferubahan &tat Feratura:r Pemerinta?:"

I{r:rr:.*r 18 ?mhura g*}-S tei:t.a*g Fera13gkat *aerah
rtrr$"ganclestatkasa bah-rnra Pera*gkat }}aerah yang
p*l*ks*xaa* tugas cta*s fra*gsia3Ie telah dapat
*ltatcsanalcsfi clela kel*rnp*k jafoatan frlngsicaal',
n:enghap*s unit arganlsasi -yang tugas d*n fungsinya
telah digantika* sfcara penutr eleh ketr*mp*k jabatan
fu::gsi*rl*l;
bat*r.a berda*ark*-tr ketentu*::- PasaS 3 ayat {1} huruf t:

Peratur*-le M*nteri Fendayaganaa:r Aparatur Negara d.a:r

R*fi:rmasi Bir*krasi x{}m*r 1? ?al:rxn 2*21 t*nt*"*g
Peayetsr*a.n Jabatan Adftcixlistrasi kc Ja?ra-te6 Fungsi"o*al,
*u*g*r***atkar: }:gfu&ra pcm3retaraan jabat*r: ditakukart
p*rda instansi Dae.ratr;

d, txhrora btrd"a*arkan pertiffitla:rgtffl sebagnilmar:.a dimaksud
daiam huruf a, huruf b, d-ar: i:L:l-tlf c periu men*tapkan
P*ratr:rar:. *i"rpati Barit* selat*n t*ntar1g Kedgd.ukae,
susunaR *rgar:isasi, ?ngas dar: Fungsi $erta Tata K*rja
ilinas Pendidika:t Kabupatex Bal'it* Setrata*;

b.

C.
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Und.ang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undan[-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Rerpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Ii di
t<atimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indofresia Tatrui 1959 Nomor 72, Tamtrahan Lemtlaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Uniang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan
publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao9

Nomor 712, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
undang-Unclang Nomor 72 Tahun 201 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Ind"onesia Nomor 82 Tahun 2all,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

52341 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan

Undang-Urdurg Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan
Ked.uaLtas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. 1,t"1'j;* rndang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur
sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
zot+ Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494\',

2.

.)
J.

5. Undans-Unciang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
p.*..frtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah biberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan-_Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahutr 2A74 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;
Un-dang-urrda.rg Nomor 11 tahun 2o2o tentang cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nornor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang
perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 2ol9
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Repubiik indonesia Tahun 2o),9 Nomor 187, Tambaha-n

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6aO\;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara

RepuUUf Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2aL7 tentang Manajemen

6.

7.

8.
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Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2a2A Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6a771;
9. Peiaturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A17 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ot7 Nomor 73, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
NegarC Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah d.engan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor l2o Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara- Repubtrik Indonesia ?akr-un 2018 Ncrnor i57);

11. F*raturaxl fukrrteri Peadaysgtl&aafi &paratur N*gara dan
Refcrrss*i Sir*krasi H*nt*r 13 Taltuxr SS1E tenta:rg
Peng*suiar:, Fcmetap*n d*n Pembinaag .Iabatal
Fung*i*nai Pegawai l{egeri sipil {Berita ffiagara Repr:.blik
trndon*sia Talx:rl 20 t S irI*ly$:r 8343;

12. Peratr:"rasr Sleeteri Fer:dayagm&&.an .&,paratur Negara dan
ReforcBasi Bir*krasi N*n:cr I"7 Tahun 2*2]" tentang
Peay*tarxa* Jaba{*::: &dmi:ristrasi ke Dalant Jakratan
Fungsi*nal {B*rita Ncgara Repubtik Ind*l1esia ?ahun 2821
Nornor 525i;

13. Peraturatr lhfer*teri Fendayaggrtaa$ *{pe.ratur Negara dan
Refurrclasi Birckrasi l{*meir 25 Tahun 2s21 tentang
Penye**rh*:iafi::. struS<tur *rg*6isasi pada ir:"stansi
Femeriratatr untuk P*ayederhax.a&.& Birckrasi {B*rita Negara
Repuhtrik l*d*ne*ia Tafuun 2**1 Src?r*r 54S!;

14" peiatr:ran Ment*ri Pendayagunaan Aparatur Neg*ra dan
Ref*rrnasi Birckraxi trSsrn*r ? Tahun 2*22 tenta-ng Sistern
Kerja Pada Instaesi Peinerintah Untuk Pellyederhafi,aall
Bir*kra*i {tserita Hcgara ftepaabtrik Indarresia Tahua 2*22
Irf*rnor n8ih

15. Peratur*rr h{*ateri Pendidikan Dan Kcbudqyaan Nam*r 47
Tahun 2*16 tentang Pedoma:: org*nisasl Perangkat Daerstr
Bidang Pe*did.ika* ilan Kebuelayaan {Berita Hegara
Repubiik Indcne*ia?*hun 2*16 N*rtlcr 1498h

16. Peiaturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah kabupaten
Barito selatan Tahun 2}rc Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

17. Peraturan Da-erah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2A2O tentang Pembentukal Produk Hukum Daerah

{Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2O2O

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 7);



Menetapkan :

8. Dinas Pendidikan yang selanjutnya
Kabupaten Barito Selatan.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. pemerintah Kabupaten adaiah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

2. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
d,alam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud d.alam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penl'elenggara

pemerintahan Daerah yang merrrimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
S. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan'

6. pejabat pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempullyai kewenangan

mlnetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN

6an pembinaa" *"""jemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

T. perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Petwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENDIDII(AN I(ABUPATEN BARITO SELATAN.

disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan

Kabupaten Barito Selatan.
Pendidikan KabuPaten Barito

Selatan.

1l. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito
Selatan.

12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dalam lingkup kewenangan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
13. Tugas pembantuan adalah penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan oleh

peirerintah pusat maupun Provinsi ke Kabupaten Barito Selatan dalam
penyelen ggaraan bidang pendidikan.

14. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri

Sipil dan fbgawJ Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh
pejabat Pembina Kepegawaian clan diserahi tugas dalam suatu jabatan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

15. pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang mimenuhi syarat tertentu, dlangkat sebagai Pegawai ASN
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secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK

adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat beidasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan.

17. Jabatan Struktural aclalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama setara eselon II.a dan II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a
dan III.b serta jabatan pengawas setara eselon IV.a dan IV.b.

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
clan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampiian tertentu dalam rangka mendukung Tugas Pokok
Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

19. Pejabat Fungsional ad.alah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional
pada instansi pemerintah.

20. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

2T.Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai
ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.

22.Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

23.Jabatan Pelak*u..t, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan,

24.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling
rend.ah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian
kewenangan.

25.Tim kerja adalah sekelompok pejabat fungsional atau pelaksana danf atau
keduanya yang melaksanakan tugas bersama berdasarkan
keahlian/keterampilan jabatan masing-masing untuk mencapai tujuan kerja
yang sarna.

BAB II

KEDUDUI(AN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Dinas merupakan uRsur pelaksala urusan pemerintahan di bidang
pendidikan yang menjadi kervenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada kabupaten Barito Selatan di bldang pendidikan.

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

( 1,1

(2)
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Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan ,r,r*u, pendidikln yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan yang diberikan" kepada Kabupaten Barito selatan di

bidang pendidikan.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)'

menyelenggarakan fungsi :

n. p.t,r^"ir" kebijakan teknis di bidang pendidikan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintaha-n dan pelayanan umum dibidang

evaluasi pelaksanaan dibidang pendidikan;
kesekretariatal;
diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

pendidikan;
c. pengawasan, Pembinaan dan
d. penyelenggaraan administrasi
e. pelaksanaan tugas lain Yang

dan fungsinya.

Bagiaa. Kedua

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan BMD;

c. Bidang Pembinaan' Pendidikan PAUD dan Pendidikan
membawahkan:
1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
2. Seksi peserta dia* da, Pe-mbangunan Karakter.

d. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, membawahkan:
1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasana;
2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

e. Bidang Pembinaan Pendidikan ' sekolah Menengah

membawahkan:
1. Seksi Kelemkragaan dan Sarana Prasana;
2. Seksi Peserta nioit< dan Pembangunan Karakter.

f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
1. Seksi PTK PAUD Pendidikan Nonformal;
2. Seksi PTK Sekolah Dasar;

Nonformal,

Pertama,

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas {UPI'D)'

t2) struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
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Pasal 4

Sekretariat sebagaimana d.imaksud" dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh

sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
eiA";f"se#gaimana dimakiud rlalam Pasai 3 ayat (1) masing-masing

dipimfin oleh Xepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

Subbagian sebagairi"ana Aimat<sud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh

fepala Subbagia-n yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Seksi i.Uu,gri*ana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala

seksi yang?alam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KePala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur

melaksanakan dan mengbndalikan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

urusan pemerintahan 4"."i* berdasarkan azas desentralisasi dan tugas
pembantuan dibidang Pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas seLragaimana d'imaksud pada ayat (1), Kepala

Din as memyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana kegiatan dan anggaran Dinas;, 
.

b. penyelenggaraan penyiapan bahan re.ncalla strategis dan.rencana kerja;
c. pengoorOinasian progfam rlan kebijakan dibidang Pendidikan;
A. penvusunan t<eUi.1at<an umum pengelolaan keuangan daerah bidang

pendidikan;
e. perumusan kebijakan operasinal teknis dibidang _pendidikan sesuai

d.rrg"r, kebijakan nasional dan provinsi yang meliputi perencanaan,

p.rryrt.,.rtr, penetapan kalender pendidikan serta pelaksanaan
pemberian dukungan peran serta masyarakat dibidang pendidikan;

f. penyelenggaraan pengendalian mutu pendidikan yang meliputi proses

petat<sanu-u5, p.*belqjLran, penilaian hasil belajar dari jenjang PAUD lTK,
Sn, Smp, p..tdidikan nonformal dan informal, penilaian terhadap kinerja
tenaga pendidik dan kependidikan serta membantu pelaksanaan ujian
nasional untuk tingkat dasar;

g. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah
provinsi;

dan pemerintah

(s)

(4)

(1)

(2\

h. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan program
alulorr.g pendidikan pemuda olah raga serta personalia

dan kegiatan
dinas, tenaga

pendidik dan kePendidikan;
i. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksaan peningkatan mutu

pendidikan, kurikulum, sarana prasarana pendidikan;
j. pelaksanaan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan;
t. p..,r.rrusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas

kme4a Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup
Dinas;
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1. peningkatan nilai SAKIP Dinas; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan'

(3) Kepala Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan

Jabatan Fungsionil berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan'

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas memimpin, merencaRakan, mengatur

mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi

umum keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan evaluasi

dan pelaporan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d.imaksud pada ayat (1), Sekretaris

menyelenggarakan fungsi:
a. p.t*to.a.raan koordinasi penyusunal 

_ f_<ebtjakan, 
renc.ana, program,

icegiatan, dan anggaran Ai Liaang pendirl-ikan anak usia dini, pendidikan

daiar, pendidikan nonformal;
b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak

usia dini, p.rrdidit an dasar, pendidikan nonformal;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak

usla-rtini, pendidiku.r, dut"r, pendidikan nonformal;
d. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas;

e. penyusunan bahan" rancangan peraturan perundang-undangan dan

fasilitasi bantuan hukum ti UlOa.rg pendidikan anak usia dini'

(2)

pendidikan dasar, pendidikan nonformal;
pelaksanaan urus6 otgr,risasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

pengelolaan kepegawaiin di lingkungan Dinas;
p..rIrr"r.ran Uafr"an pelaksa.,a-u.tt uiusat tugas pembantuan di bidang

i*riiaitu11 yang meliputi usul kenajkan pangkat dan peningkatan

kompetensi 
- p.iOia* dan tenaga kependidikan, serta pendataan

p..rdidik"t menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan

akreditasi pendidiki,n anak ,ri, dit i, pendidikan dasar, dan pendidikan

nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan

menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier
pendidi"k, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan

"utrrt., 
p.rrOidit un anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama,

dan sekolah menengah pertama kerja salxa;
pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan
mairarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan nonformal;
pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di

illoJ"g pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

nonformal;
pengelolaan baralg milik daerah di lingkungan Dinas; dan

petaksanaan urusar, k.trtuusahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan
Dinas.

(3) Sekretaris Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas dan

Jabatan Fungsional fi'erclaslrkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang- undangan'

f.
C'
b'

h.

J.

k.
1.
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Paragraf 1

Subbagian Umum, Kepegawaian dan BMD

Pasal 7

Subbagian Umum, Kepegawaian dan BMD mempunyai tugas merencalakan

pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, Barang Milik
'Daerah (BMD) pada Dinas, organisasi, ketatalaksanaan, penYusunan bahan

rancangan peraturan petr.r-datg-und.angan, fasilitasi bantuan hukum,

pengelo-1a"., k.p.gawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan

an.Ir, pendidika"n nonformal, koordinasi dan penyusunan bahan kerja

,"*n, plnt*asl, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia

dini, pendidikan dasar Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah Pertama'

pendidikan nonformai.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

subbagian Umum, Kepegawaian d.an BMD menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan t<egiatin perlengkapan, kehumasan dan dokumentasi,
perbekalan keperiu an aTat tulis kantor serta ruang perkantoran;

b. pelaksanaan urusan penataan kantor, kepegawaian, kehumasan,

perbekalan dan perlengkapan kantor;
c. pengelolaan data ketatausahaan, kepegawaian dan Barang milik Daerah

ig\abt yang merupakan Aset Dinas;
d. pembalian pe1ak.r"r.r., tugas -tata.kelo1a 

administrasi umum, barang,

i.epega*aian, perlengkapan, perbeka,lan Dinas; dan

e. p.ir-k*.raan'tugas lain-yang diberikan oieh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsi.

Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan BMD sebagai Pejabat Penilai

Kineda Jabata"n pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnva

*es,rai d.engan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragaf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas merencakan kegiatan Sub Bidang,

verifikasi t<euangi, mengontrol urusart keuangan, evaluasi dan pelaporan

penyerapan dan penggunaan anggaran kegiatan pada dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. p..rlriu-prn bahan penyusunan perumusan kebijakan, rencana kegiatan

subbidang;
pengelolaan administrasi keuangan ;

verifikasi permintaan keuangan;
pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran pada Subbagian dan dinas;

dan
e. penyusunan laporan keuangan Dinas; dan
f. peiat<sanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsi.

{2\

(3)

(1)

(2)

b.
C.

d.
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(3) Kepala Subbagian Keuangan sebagai Pejabat Penilai Kineqa Jabatan
Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Nonformal

Pasal 9

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di kridang pembinaan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan Nonformal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di

bidang kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana,
peserta didik dan pernbangunan karakter serta peningkatan mutu
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian
kelembagaatt da., sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan
karakter serta peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan tokal pendidikan
nonformal;

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan
satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian kelembagaan
dan sarana prasarafla, peserta didik dan pembangunan karakter serta
peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan
pembangunan karakter serta peningkatan mutu pendidikan anak usia
dini dan pendidikan nonformal;

g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana
prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak
usia dini, dan pendidikan nonformal; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diLrerikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal sebagai Pejabat Penilai Kiner.ja Jabatan Pengawas, Jabatan
Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Pasa1 10

(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas merumuskan,
mengatur merencanakan, melaksa-nakal dan mengawasi kegiatan Seksi.

(3)
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kelembagaan dan sarana prasarana anak usia dini;

b. penyusunan bahan penetapan perizinan dan akreditasi;
c. perumusan kebijakan pelaksanaan penclirian satuan Pendidikan Anak

Usia Dini dan pendidikan nonformai;
d. penyusunan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

berhubungan dengan kelembagaan dan sarana prasarana;
e. pelaporan bidang berkaitan dengan rencana dan pelaksanaan kebijakan;

dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsi.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai Pejabat Penilai
Kinerja Jabata.n Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Pasal 11

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas
merumuskan, mengatur merencanakan, melaksanakan dan mengawasi
kegiatan sel<si.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di

bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal;

b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, presta-si, dan pemLralgunan
karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan
nonfbrmal;

c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter pe serta didik
Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal;

d. pelaporan pada bidang terhadap pelaksanaan pembinaan minat, bakat,
prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia
Dini dan pendidikan nonformal; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai Pejabat
Penilai Kiner.l'a Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan
jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

(1)

t2t

(s)
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Bagian KeemPat

BidangPembinaanPendidikanSekolahDasar
Pasa1 12

Bidang PemLrinaan Penflidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas

melaksanakan p.rry,r*oran bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang pembinaan pendidikan Dasar'

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pembinaan Pendidikan SJt<otafr Dasar menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di

biOrt g kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana'

p**.ril didik dan pembangunan karakter serta peningkatan mutu
pendidikan Sekolah Dasar;

b. penyusunan bahan perumusan dan koord.inasi pelaksanaan kebijakan di

[iar"S pembinaan pendidikan Sekolah Dasar;

c. pemninian pelak*".r"u. kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian'

i<elembagaan dan sarana prasarana,. peserta didik dan pembangunan

karakter serta peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar;

d. pelaksanaalf t euijat<an di bidang pembinaan_pendidikq _s9ko1ah 
Dasar;

;. p.rryrr.rrran bahan rencana kebutuhan pendidikan Sekolah Dasar;

f. p.rryrsrrran bahan penetapan kurikulum. muatan 1oka1 Sekolah Dasar;

g. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan

Sekolah Dasar;
h. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian'

kelembagaan dan uarana prasarana, _.p_-e.se.ta 
didik dan pembangunan

karakter serta peningkatan mutu pendidikan dan ujian nasional Sekolah

Dasar;
i. penyusunan bahan pembinaan pendidikan Sekolah Dasar;
j. perryrrurru.r bahan pembinaln bahasa dan sastra daerah yang

penuturnya dalam daerah kabupaten;
k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum d'an

penilaian, kellmbagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan

pembangunan karikter sekolah dasar serta pembinaan pendidikan

Sekolah Dasar;
1. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana

prasarana, peserta ilOit dan pembangunan karakter, peningkatan mutu
pendidikan Sekolah Dasar serta pembinaan pendidikan Sekolah Dasar;

dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsi.

Kepala Bidang pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar sebagai Pejabat Penilai

Kinerja Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

berdasarkan jenjangn.ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2)

(3)

Paragraf 1

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Pasal 13

(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan Sekolah Dasar.



1--IJ-

(2t Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perurnusan kebijakan penataan kelembagaan dan

sarana prasarana;
pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan Sa-rana

prasarana tingkat Sekolah Dasar;
penyusunan bahan penetapan kelembagaan dan Sarana prasarana

tingkat Sekolah Dasar;
p.riyr.rt an bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum
dan penilaian Sekolah Dasar;

e. pelaporan bidang terhadap rencana dan kebijakan Y?ng berhubungan
a.rr[*r, keiembafaan dan sarana prasarana dan tingkat Sekolah Dasar;
dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsi.

(3) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai PejaLrat Penilai

Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya

*..uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Pasal 14

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter rnempunyai tugas
melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang pembinaan Sekolah Dasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Peserta Didik dan Pembentukan Karakter menyelenggarakan fungsil
a. penyLrsunan bahan perumusan, koordjnasi pelaksanaan kebijakan di

LiOurrg pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunaan karakter
peserta didik tingkat Sekolah Dasar;

b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembentukan
karakter peserta didik tingkat Sekolah Dasar;

c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik tingkat
Sekolah Dasar;

d. pelaporan bidang berkaitan dengan pernbinaan tninat, bakat, prestasi'
dal pe-bangunan karakter peserta didik tingkat Sekolah Dasar; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai Pejabat
penilai Kinery'a Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan
jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Pendidikan sekolah Menengah Pertama

Pasal 15

Bidang Pembinaan Pendiclikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan bahan perlrmusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

b.

C.

d.

(1i

12)

(3)

(1)
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(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,
peserta didik dan pernbangunan karakter serta peningkatan mutu
pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan peniiaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan
karakter serta peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan Sekolah
Menengah Pertama;

e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidikan Sekolah Menengah
Pertama;

f. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan iokal Sekolah
Menengah Pertama;

g. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan
Sekolah Menengah Pertama;

h. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan
karakter serta peningkatan mutu pendidikan dan ujian nasional Sekolah

i.
IJ.

k.

1.

Menengah Pertama;
penyusunan bahan pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang
penu tu rnya dalam d.aerah kabupaten;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan
pembangunan karakter, peningkatan mutu pendidikan serta pembinaan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
pelaporan r1i bidang kurikulum rlan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter, peningkatan mutu
pendidikan serta pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsi.

m.

(3) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai
Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan
Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 1

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Pasal 16

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Untuk melaksanakan t-ugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan penataan kelembagaan dan

sarana prasarana;

(1)

t2\
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b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana
prasarana tingkat Sekolah Menengah Pertama;

c. penyusunan bahan penetapan keiembagaan dan sarana prasarana
tingkat Sekolah Menengah Pertama;

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum
dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;

e. pelaporan bidang terhadap rencana dan kebijakan yang berhubungan
dengan kelembagaan dan sarana prasarana dan tingkat Sekolah Menegah
Pertama; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsi.

(3i Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai Fejabat Penilai
Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

Paragraf 2

Seksi Peserta Didik dan Pembanguran Karakter

Pasal 17

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Peserta Didik dan Pembentukan Karakter menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebrijakan di

bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunaan karakter
peserta didik tingkat Sekolah Menengah Pertama;

b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembentukan
karakter peserta didik tingkat Sekolah Menengah Pertama;

c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik tingkat
Sekoiah Menengah Pertama;

d. pelaporan bidang berkaitan dengan pembinaan minat, bakat, prestasi,
dan pembangunan karakter peserta didik tingkat Sekolah Menengah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter seLragai Pejabat
Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan
jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 18

(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan ketenagaan Tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan
nonformal, Sekolah Dasar dan Menengah Pertama.



(3)
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t2l Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pe mbinaan Ketenagaan menyelenggarakan fu n gsi :

a. penyusunan bikran perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,
pendidikan nonformal, Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama;

b. penyusunan bahan reReana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan
nonformal, pendidikan Dasar dan Menengah Pertama;

c. penyusunan bahan pembinaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan Dasar
dan Menengah Pertama;

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
p.rrOiAit dan tenaga kependiciikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pe.rOiaifan anak usia dini dan pendidikan nonformal dan pendidikan
Dasar; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagai Pejabat Penilai Kinerja
Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan
jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini
dan Nonformal

'Pasal 19

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Dan Nonformal
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebrjakan di bidang pembinaan ketenagaan anak usia dini dan
pendidikan Nonformal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i), Seksi
Pendidik dan Tenaga Kepenrdidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal, menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan

pernbinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan nonformal;

b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

c. penyusunan bahan pembinaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsi.

(1)
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(3i Kepala seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak usia Dini Dan

Nonformal sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan

Fungsional beriasarican jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 2

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasat Sekolah Dasar

Pasal 2O

Seksi pendidik d,an Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Sekoiah Dasar

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Ketenagaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
pendidik dan Tenaga t<ependidikan Pendidikan Dasar menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi peiaksanaan kebijakan
p.r.iUlrrnan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikal sekolah dasar;

b. penyu"unrn bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan

p.rrhioit dan tenaga kependidikan pendidikan Sekolah Dasar;

c. penyusunan bahan pembinaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan Sekolah Dasar;
d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan

p.t AiOit clan tenaga kependidikan pendidikan Sekolah Dasar;

e. pelaporan di bidLng pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan Sekolah Dasar; dan

f. p.i"f.r""aan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsi.

(3) Kepala Seksi pendidik dan Tenaga'Kependidikan Pendidikan Dasar Sekolah

Dasar sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan

Fungsional Lrerrlasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangal.

Bagian Ketqiuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 21

(i) Unit pelaksanaTeknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional

atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

(2) Unit pelaksana Teknis Dinas sebagaimala climaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala UPT Dinas yang berada c1i bawah dan bertanggungiawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal22

Pembentukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja unit
pelaksana Teknis pada Oinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan'
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BAB IV

KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas dengan keahiian dan ketrampilan tertentu.

(U

(2)

(3)

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat rneialui pengangkatan pertama,
perpindahan dari jabatan lain, penyesuaianlinpassfng, prornosi dan
penyetaraan jabatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara
langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang memiliki
keterka.itan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan
jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
tugas memLrerikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan
keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan analisis jabatan <1an

analisis beban keqja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mulai
melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- unda figan, Pejabat Fungsional
tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Pejakrat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim
ker.1'a pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi
Pemerintah

Bagian Kedua

Jabatan Pelaksana

Pasal 25

Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan
hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.

Itlama-nama jabatan pelaksana di llngkungan Dinas ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

t4)

(s)

(6)

(1)

(21

t4)

(31 Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dengan
Keputusan Bupati.

Dalam hai terjadi perubahan nama-narna jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.

(s)
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(6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) di lingkungan Dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{7) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan
oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas ditetapkan dengan
keputusan Kepala Dinas.

(9) Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada" ayat (6) dan ayat (7) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah
dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam Peta
Jabatan Perangkat Daerah.

: $ABV

KEPIGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 26

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratanra, Jalatan Administrator, dan Jabatan
Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat
dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan
bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan djsesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

t41 Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi tambahan
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Keputusan Perangkat
Daerah.

(5) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun sesuai peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 27

(1) Kepaia Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan
Administrator.

(31 Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan
Administrator.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi Bidang dan Kepala UPT merupakan jabatan
struktural eselon IV.a atau Jahratan Pengawas.
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Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan struktural eselon

IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

TATA KERJA DAN LAPORAN

"T;::ff:*
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi

Bidang serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip

koord.inasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta

horizontal baik d,alam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai

dengan tugas masinE;masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi da-lam lingkungan satuan kerja wajib

menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan

kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme

akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan

pelaporan kineda yaflg terintegrasi' .

Setiap pimpinan satuan org4nisasi dalam lingkungan.satu.an kerja wajib

mengawasi bawahan d.anfalau pelaksana masing-masing dan bila terjadi

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah,yang diperlukan sesuai

dengan peraturan perund&ng-und.?ngan. yang berlaku.

L lingkungan satuan keq'aSetiap pimpinan satuan organisasi dalan
bertanggungjawab memimpin d an mengoord inasikan bawahan nya dan I atau

pelal<sana pacla satuan kerja masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk'danbertanggungjawab kepada

atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada

(1)

(2)

(3)

(4\

(s)

t6) Dinas dalam melaksanakan tugas pembantuan:

a. wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan instansi lain

yang relevan; dan
b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan

tembusan kepada Gubernur, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan

Dinas Pendidikan Provinsi.
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(2)

(3)

(4)

(s)

(6)
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Bagian Kedua .

Laporan

Pasal 29

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal
kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Dinas wqjib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan
peratural perundalg-undangan.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi daiam
lingkungan satuan keda wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan,laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-
petunjuk kepad.a bawahan.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh
kepala satuan kerja dalam rangka'rpemberian bimbingan kepada bawahan
dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan
rapat berkala.

Dalam hal mekanisme penugasan .dan penetapan Pejabat Penilai Kinerja
bagi pejabat pelaksana dan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 3O

Pendanaan untuk mendukung kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh ASlrt beserta pejabat yang
ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya
sampai ditetapkan personil, pejabat danlatau penugasan yang baru dari Pejabat
Pembina Kepegawaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.
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BAB ['[
KETTITTUAS PETTI}TUP

Pasel 32

Pada saat Peraturain Bupati ini mutai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito
Selatan Nomor 2 L Tahun }OLO tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan {Berita
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 20i6 Nomor 21] dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan"

Agar setiap orang mengetaJruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Eupati ini deng4h-, .Se-nernpAlarnya'td. iryl , Berita. -Dae.fali. !{abupaten Barito
Selatan.

Ditetapkan
pada 2022

PJ.

-t:'l: '3-;;r+
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR _qs
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LAMPIRAN
PERA]TURAN BUPATI BARITO SEIATAN

NOMOR $,S TAHUN2022
TANGGAL 2A22

TEMANG KEDUDUI{AN, SUSUNAN- GRGANISASI'

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINA$ PENDIDIKAN I{ABUPATEN

BARITO SEUTTAN

gTRUKTT'R ORG*IUSAEI
DIIIAS PEI{DIDII{AN

I{ABUPATES BARI"O SSIJITAS

-r---il

T

Subbagtan
L|fi)r'm, l{epegawaien

dan BMD

: Garis Komando

: Garis Koord.inasi Ad:orimstratd

pj. BUPATI SELA?A$}


